
l'Ei\lEnt TAIi KABllPATE ASi\lAT 

DINAS PENDIDIKAN 

Jin Pemda 04 No 15 Distnk /\gals Kodq Pos : 99777 

Menimbang 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT 

NOMOR 18 TJ\HUN 2026 

TENTANG 

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA 

DINI LAYANAN KELOMPOK BERMAIN "KB KARTIKA" 

DISTRIK TOMOR KABUPATEN ASMAT 

PROVINSI PAPUA SELATAN 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT, 

: a. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan 
kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk 
menyelenggarakan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan 
jenis di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah administratif 
Provinsi Papua; 

b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di
seluruh ,vilayah administratif Provinsi Papua sebagai sub-sub
sistem pendidikan nasional dilaksanakan dengan menonjolkan
kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua;

c. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah dan
pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing,
membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

d. Bahwa pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu adalah merupakan tanggung jawab
keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan
sumber daya manusia yang berkualitas;

e. Bahwa untuk pelayanan pendidikan dan hasilnya belum
efektif dan belum menunjukan angka yang signifikan,
mengakibatkan Kabupaten Asmat tertinggal dan kurang
bersaing dengan daerah lainnya secara regional Papua
maupun dengan daerah lainnya di Indonesia;

f. Bahwa untuk menciptakan keunggulan komperatif sumber
daya manusia di Kabupaten Asmat dan mengejar
ketertinggalan pembangunan dalam berbagai aspek, sangat
diperlukan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan
melalui pendidikan yang bermutu sehingga perlu
melaksanakan yang bemilai unggul Asmat;

g. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar
mengajar pada Pendidikan Anak Usia Dini layanan Kelompok
Bermain di Kabupaten Asmat perlu adanya Ijin Operasional
sekolah;

h.Bahwa untuk ..... /2 
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h. Bnhwn untuk mnksml 1crsel.mt hurur n, hurur b, hurur c,
hun1r d. hun1r c, hurur r <Inn hurur g pcrlu dilclnpknn dcngnn
Surat 1,;cputuMn hCP,'lltl Dinns Pcndiclikrut Knbupntcn Asrnnt.

I. Undang-Undnng Nomor 12 Tnhun 1969 lcntnng Pcmlx:ntuknn
Pro,�nsi 01onom lrinn Barnt don Kabupnlcn-knbupnlcn
01onom di Provinsi lrin11 Bnmt (Lcmbamn Negarn Tnhun 1969
Nomor 47, Tnmbnhnn Lcmbnmn Negara Nomor 2097);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tnhun 200 I tcntang Otonomi
l,;husus Provinsi Pnpun (Lcmbamn Negara Nomor 135,
Trunb.'\han Lcmbnmn Negnm Nomor 4151);

3. Undrutg-Undang Nomor 12 Tnhun 1969 tentang Pembentuknn
l,;abupatcn Sarmi, Kabupntcn Kccrom, Kabupaten Sarong
Sclatan, Kabupatcn Raja Ampnt, Knbupatcn Pcngunungan
Bintang. Kabupaten Yahukimo, Knbupaten Tolikara,
Kabupaten Waropcn, Kabupntcn Kaimana, Kabupatcn Boven
Digocl, Kabupatcn Mappi, Knbupatcn Asmat, Kabupaten
Bintuni, dan Kabupaten Wondama di Propinsi Papua
(Lcmbamn Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentrutg Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tnhun 2003 Nomor
78, Tambahan Negara Nomor 4310);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentrutg Pernbentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4289);

6. Undang-Undrutg Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tnmbahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimruta telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4548), dan pcrubahan kcdua dengan Undnng-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
59 Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan
Keuangan antara Pcmerinlah Pusat dan Pemerintah Daemh
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tnhun 2005 Tentang Guru clan
Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tarnbahan
Lembaran Negara Nomor 4586);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tnhun 1990 Tentnng
Pendidikan Pra Sekolah (Lemunmn Negnm Tahun 1990 Nomor
35 Tarnbahan Lembaran Ncgnrn Nomor 3411);

I 0. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Ten tang Tenaga 
Pendidikan (Lembaran Ncgam Tnhun 1992 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 348'1); 

11.Perniurnn Pcmcrintnh ..... /3 
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11. Peraturan Pcmerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Pcran
Serta Masyaral<at dalam Pcndidikan Nasional (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tnmlmhnn Lembaran Negara
Nomor 3485);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tcntang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembarnn Negara Nomor 4496);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4941);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013
Pendidikan Anak Usia Dini;

18. Keputusan Bupati Asmat Nomor : 100.3.3.2/384 Tahun 2026
tentang ljin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini Layanan Kelompok Bermain Kartika.

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat 
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015. 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

MEMUTUSKAN 

: ljin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 

layanan Kelompok Bermain "KB KARTIKA" Distrik Tomor 

dengan penanggung jawab pengelolaan pada Dinas 

Pendidikan Kabupaten Asmat. 

: Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 

layanan Kelompok Bermain "KB KARTIKA" Distrik Tomor 

dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan dan 

pengajaran non formal melalui program clan kegiatan 

Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal sesuai standar 

Pendidikan Nasional; 

2.Berkoordinasi dcngnn ..... /·1 
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Menimbang 

Mengingat 

BUP/\TI /\SM/\T 
PROVINSI P/\PU/\ SEL/\T/\N 

I<EPUTUS/\N 
/

BUP/\TI /\SM/\T
NOMOR: 100.3.3.2 384 T/\IIUN 2026 

TENTANG 

IJI PENDIRI/\N PENYELENGGARA/\N PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 
LAYANAN KELOMPOK BERM/\IN "KB KARTIKA" 

BUPATI ASMAT, 

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum
kcpada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam
mcmberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, perlu
diterbitkan ljin Pcndirian Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini Layanan Kelompok Bermain;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang­Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, 
Tambahan Lembo.ran Negara Republik Indonesia Nomor 
6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 TaShun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 
Kabupaten Sarong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 
Kabupaten Pcgunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 
Kabupaten Asmat, Kabupaten Bintuni, Kabupaten Teluk 
Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4 .Undang-Undang ....... /2 
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Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

- 4 -

18. Pcrnturnn Mcntcri Dnlum Ncgcri Nomor 80 Tnhun 2015

tentnng Pcmbentukon Prociuk I lukum Dncrnh (Oeritn

Negnrn Republik Indonesia Tnhun 2015 Nomor 2036),

scbagnimnnn tclnh diubnh dcngnn Pcrnturnn Menteri

Dalum Ncgcri No11101· 120 Tohun 2018 ten tong Pcrubahon

Alas Pernturnn Menteri Dolam Negcri Nomor 80 Tnhun

2015 lenlnng Produk I lukum Docroh (Beritn Ncgnra

Rcpublik Indonesia Tnhun 20 I<) Nomor 157);

l 9. Pernturan Menteri Do lam Negcri Nomor 77 Tahun 2020

tenlang Pedomnn Teknis Pcngcloloan Kcuangan Dacrnh 

(Berita Negara Rcpublik Indonesia Tnhun 2020 Nomor 

1781); 

20. Pernturnn Menteri Pendidikan Kcbudnyonn, Riset dan

Teknologi Nomor 9 Tnhun 2022 tcntnng Evaluosi Sistem

Pendidikan olch Pcmcrintah Pusat, Pcmcrintnh Dacrah

terhndap Pcndidikan Annk Usia Dini dan Pendidikan Dnsar

dan Pcndidiknn Menengnh (Serita Negara Rcpublik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);

21. Pcraturan Dnerah Kabupatcn Asmat Nomor 4 Tahun 2022

tcntnng Pcngclolaan Kcuangan Daerah (Lcmbaran Dacrah

Kabupatcn Asmat Tahun 2022 Nomor 4);

22. Pcraturan Daerah Kabupatcn Asmat Nomor 6 Tahun 2025

tcntang Anggaran Pcndapatan don Bclanja Dacrah Tahun

Anggaran 2026 (Lcmbaran Dncrah Kabupatcn Asmat

Tahun 2025 Nomor 6);

23. Peraturan Bupati Asmat Nomor 60 Tahun 2025 tentang

Pcnjabaran Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah

Tahun Anggaran 2026 (Serita Dacrah Kabupatcn .l\smat

Tahun 2025 Nomor 60);

MEMUTUSKAN: 

Mcmbcrikan ljin Pendirian Penyelenggaraan Pcndidikan Anak 

Usia Dini kcpada: 

Nama Lembaga 
Jcnis Layanan 
Alamat 

: KB KARTIKA 
: Kelompok Bcrmain (KB) 
: Jin. Puskesmas, 

Kampung Tomor 
Distrik Tomor Kabupatcn Asmat, 
Provinsi Papua Sclatan 

Ijin Pendirian Pcnyclcnggaraan Pendidikan Anak Usia 

Dini, Layanan Kelompok Bermain "KB KARTIKA" dengan 

penanggung jawab pengelolaan pada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Asmat. 

KETIGA ....... /5 
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Pcndidikan Anak Usin Dini Lnynnnn Kclompok Ocrrnnin 

"KB K/\RTIKA" dolnm DIKTUM KESATU mcrnpunyni tugrrn 

sclmgni bcrikut: 

1. Mclaksnnnknn tugns pcmbinnnn, p'nclidilwn dnn 

pcngnjnrnn non formal mclnlui progrnrn dnn kcgiulnn 

Pcndidiknn /\nnk Usin Dini Non For11111I scsuni slnndor 

Pcndidiknn Nnsionnl;

2. B rkoo1·dinnsi dcngnn instunsi dnn lcmlmgn t ·rlrnit l11innyn 

baik di tingknl I nbupnt n, Provinsi mnupun Pusnl clnlnm 

m n 1clcn 7nraknn kcgintnn pcmbinnnn, pcndidikan chin 

pcngajaran pada PAUD Kclompok Bcrmnin "KB KJ\RTIKA";

3. Mcmbukn sccara rcsmi kcginlnn pcndicliknn dan pcngajarnn 

pada PAUD la annn I clompok Bcrrnain "KB KARTIKA" 

lcrhitung mulai tanggal 19 Mei 2026;

4. Mclaporkan hasil pclaksnnaan kcgiatan kcpada Bupati 

Asmat

Struktur Organisasi Pcnclidiknn Anak Usia Dini Layanan 

Kelompok Bcrmain pada Kelompok Bcrmain "KB 

KARTIKJ\" scbagaimana dalam lampiran yang tidak 

tcrpisahkan clcngan Kcputusan Bupali ini. 

Kcputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan. 

Ditetapkan di Agats 
pada Langgal 10 Juni 2026 

BUPATI ASMAT, 

ttd 

THOMAS EPPE SAFANPO 

\,;; 1_ EMBINA 
NIP:-T1J781209 201104 1 001 
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I" 

I.A ll'll{i\N : KEl'UTUSJ\N IJUl'ATI ASMAT
NO IOR : 100.3.3.2/384 TAIIUN 202(, 

TANGGAI, : IO ,JUNI 202Q 

STRUI TUR ORG/\Nl /\SI KELOMPOK BERMJ\IN 

"KB  J\RTIKJ\" 

BIDANG PEMI31NAAN PAUD 

DAN PNF 

PENGELOLA 

M. PUTRA PARIZKIE

SEKRETARIS BENDAHARA 

WITHDODO CAHYO SAPUTRO JORDHI SYAFRIADI 

._ __ a_u_R_ u_ K_s __ ....... 11 ._ ___ a_u_R_u_KB __ ____.II ... ___ a_u_R_u_KB __ ____. 

>�nn<ui sesuai dengan aslinya

-..,,-�--,-:.-,.�.__G
;::

IAN HUKUM,

. . 

.::--_ 

- NI -:- 781209 201104 l 001

Ditetapkan di Agats 
padatanggal 10 Juni 2026 

BUPATI ASMAT, 

ttd 

THOMAS EPPE SAFANPO 
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